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1. Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan . ' 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R?eublik 
Indonesia Nomor 1092); 

• 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang 
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik 
Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan saat ini ditinjau dari segi dasar hukum 
pembentukannya sehingga perlu di revisi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 Tentang 
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah 
Daer ah; 
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Menimbang : a. 
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BUPATI LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015 

TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR: ..q?> TAHUN 2018 

BUPATI LANGKAT 
PROVINSI SUMATERA UT.ARA 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

•• ,, 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5165); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati 
II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
lbu kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II 
Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten II Langkat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 09); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 551, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Rep?ublik / 
Indonesia Tahun 2013 Nomor _255); . 
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Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Pembiayaan yang diterima berdasarkan tarif non kapitasi 
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese~a~ 
meliputi: (J/ 
a. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis; 

b. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal yang dilakukan oleh 
bidan atau dokter sesuai kompetensi dan kewenangannya; 

c. Pelayanan Keluarga Berencana di FKTP; dan 

d. Pelayanan penapisan (screening) kesehatan tertentu yakni 
Pemeriksaan IVA dan Pap Smear termasuk terapi krio untuk 
kasus Pemeriksaan IVA Positif. 

( 1) 

Pasal 4 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 
Tahun 201:5 Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) milik Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Langkat 
Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PEMERINTAH DAERAH. 
MILIK PERT AMA TING KAT KESEHATAN FASILITAS 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN 
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaaten Langkat 
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Langka.t Nomor 29); 

16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, 
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kabupaten Langkat; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program J aminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601); 
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PEMBINA 
NIP. 19730803 200212 1 005 
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Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

~lAN,SH 
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INDRA SALAHUDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal ... , .. /~?~.!~~?.":'. ?-C>\g 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

ttd 

\ 
NGOGESA SITEPU 

I I 

ttd 

BUPATI LANGKAT 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal ... ~ ... ~Y~~~qr.. p.,o1 B 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Langkat. 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 

Pasal II 

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

(1) Dana Non Kapitasi ditransfer oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Langkat yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah . 

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan 
berdasarkan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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Pasal 7 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 
se bagai beriku t : 


